
BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOTUOR 27 T,C.HUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tatun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2Ol3 tentang Pembentukan Kabupaten Mahalam Ulu
di Provinsi Kalimantan Timur (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 17,
Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5395);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (tembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun
2O15 tentang perubahan kedua atas Undan5Undang
Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15
Nomor 58, Tamballan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerinia.h Republik indonesia Nomor 18
Tahun 2O16 tentang Perangkat Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 114,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887):

:



5. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor

14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
(kmbaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun
2016 Nomor 014);

MEMUTUST(AN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.

2. Pemerintal Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom

Kabupaten Mahakam Ulu.

3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Mahakam Ulu.

5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah

Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam UIu.

6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah

Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerer.h Kabupaten Mahakam Ulu.

8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disebut Selretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

9. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu.

10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

I 1. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

t



12. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten

Mahakam Ulu yang dipimpin oleh camat.

13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah

unsur pelaksana teknis Dinas atau Badan yang melaksanakan

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang

tertentu.

14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,

tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Aparatur Sipil Negara

dalam suatu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan

tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan serta bersifat

mandiri.

15. Eselon adalah tingkatan Jabatan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

(1)

(2t

Pasal 2

Setda merupakan unsur staf Pemerintah Daerah.
Setda dipimpin oleh Sekda yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 3

Setda mempunyai tugas membantu Bupati dalam
kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap
tugas Perangkat Daerah serta pelayanan adminstratif.

penyusunan
pelaksanaan

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimalsud dalam Pasal 3,
Setda mempunyai fungsi :



a. pengoordinasian pen5rusunan kebdakan Daerah;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;

d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada
instansi Daerah; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Setda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) terdiri atas:
a. Sekda;

b. Asisten Bidang Sosial dan Pemerintahan (Asisten I), terdiri atas:
1. Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahkan:

a) Sub Bagian Sosial dan Keagamaan;
b) Sub Bagian Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah;

dan
c) Sub Bagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

2. Bag1an Pemerintahan membawahkan:
a) Sub Bagian Tata Pemerintahan;
b) Sub Bagian Otonomi dan Kerjasama Daerah; dan
c) Sub Bagian Administrasi Pertanahan.

3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol membawahkan:
a) Sub Bagian Data dan Informasi;
b) Sub Bagian Pemberitaan; dan
c) Sub Bagran Protokol.

c. Asisten Bidang Pengembangan Ekonomi (Asisten II), terdiri atas:
1. Bagian Ekonomi membawahkan:

a) Sub Bagian Sarana Ekonomi dan Produksi Daerah;
b) Sub Bagian Koperasi dan UKM; dan
c) Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan dan ESDM.

2. Bagan Pembangunan membawahkan :

a) Sub Bagian Program Pembangunan;
b) Sub Bagian Pengendalian; dan
c) Sub Bagian Pelaporan.

3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa membawahkan:
a) Sub Bagian Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
b) Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pangadaan Barang dan

Jasa

d. Asisten Bidang Administrasi Umum (Asisten III), terdiri atas:



l. Bagian Umum membawahkan:
a) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
b) Sub Bagian Keuangan; dan
c) Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pimpinan.

2. Bag1an Hukum membawahkan:
a) Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan;
b)Sub Basian Dokumentasi dan Evaluasi Produk Hukum; dan
c) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Penegakan HAM

3. Bagian Organisasi dan Tatalaftsana membawahkan:
a) Sub Bagian Kelembagaan;
b) Sub Bagian Tatalaksana; dan
c) Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan.

(21 Bagan Susunan Organisasi Setda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 6

(1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan
pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

(21 Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh seorang Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya
secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2
Tugas

sekretariat fpftp ssfagairr"rft*ksud dalam pasal 6 ayat (1)
mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi Kesekretariatan,
Administrasi Keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai
dengan kebutuhan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7,
Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan administrasi Kesekretariatan DPRD;



b. penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD;

c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan

d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh
DPRD.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 9

(1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (f), terdiri atas:
a. Sekretaris;

b. Bagian Persidangan dan Humas, membawatrkan:

1. Sub Bagian Persidangan, Risalah, dan Humas; dan
2. Sub Bagian Penyusun Peraturan Perundang-Undangan.

c. Bagian Keuangan, membawahkan:

1. Sub Bagran Penyusun Program dan Anggaran; dan

2. Sub Bagran Pelaksanaan Anggaran, Verifikasi, dan
Pembukuan.

d. Bagian Umum, membawahkan:

1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan

2. Sub Bagian Urusan Dalam dan Peqjalanan Dinas.

(21 Stuktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam l,ampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
inspektorat

Paragraf I
Kedudukan

(1) Inspektorat merupakan
Pemerintahan Daerah.

Pasal 10

unsur Pengawas penyelenggaraan

{21 Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Inspektur.

(3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat {21 dalam
melaksanakan tugasnya bertanggunglawab kepada Bupati melalui
Sekda.



Paragraf 2
Tugas

Pasal 11

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O ayat (1) mempunyai
tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas
pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 12

Dalam melalsanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,
Inspektorat mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang Pengawasan fasilitasi
pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kineg'a dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawas
lainnya;

c. pelaksnaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Bupati;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. pelaksanaan administrasi Inspektorat;

f. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Paragral 4
Susunan Organisasi

Pasal 13

(1) Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1O ayat (1) terdiri atas:

a. Inspektur;

b. S ekretariat, membawahkan:

1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan

2. Subbagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

c. Inspektur Pembantu Wilayah I ;

d. Inspektur Pembantu Wilayah II ;



e. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(21 Bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Paragraf I
Kedudukan

Pasal 14

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana
urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

(2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 15

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan Daerah dibidang pendidikan dan kebudayaan dan tugas
pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Pusat.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

b. pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan dan kebudayaan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan dan
kebudayaan;

d. pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

e. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;



f. pembinaan kelompok Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 17

(1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. S ekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagran Perencanaan dan Keuangan; dan

2. Sub Bagran Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pembinaan PAUD, Pendidikan Nonformal, dan
Ketenagaan membawahkan :

l. Seksi PAUD;
2. Seksi Pendidikan Nonformal; dan
3. Seksi Ketenagaan PAUD dan Pendidikan Nonformal.

d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dan Pembinaan
Ketenagaan, membawahkan:

l. Seksi Pendidikan Dasar;
2. Seksi Pendidikan Menengah Pertama; dan
3. Seksi Ketenagaan Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama.

e. Bidang Kebudayaan, membawahkan:

1. Seksi Pemasaran, Promosi, Dokumentasi dan Publikasi
Sejarah; dan

2. Seksi Pengkqjian dan Pelestarian Kebudayaan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(21 Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam la.mpiran
IV yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.



Bagian Kelima
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 18

(1) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang
kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

(21 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2
Tugas

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud dalam Pasal 19,
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana;

b. pelaksanaan kebdakan dibidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

d. pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana;

e. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

Pasal 19

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang
Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan tugas
pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Pusat.



f. pembinaan kelompok Unit Peiaksana Teloris Dinas; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Paragral 4
Susunan Organisasi

Pasal 21

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencaaa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(l) terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. S ekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit, membawahkan :

1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;

2. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Keq'a dan Olah
Raga; dan

3. Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit.

d. Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan,
membawahkan:

1. Seksi Pelayanan Kesehatan;

2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan

3. Seksi Sumber Daya Kesehatan.

e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
membawahkan:

1. Seksi Pengendalian Penduduk, Penl,uluhan dan
Penggerakan;

2. Seksi Keluarga Berencana; dan
3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(21 Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam l,ampiran V yang merupakan lagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Keenam
Dinas Pekeqjaan Umum dan Penataan Ruang,

Perumahan dan Kawasan Permukiman

Paragraf I
Kedudukan

Pasal 22

(1) Dinas Pekerjaal Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman.

(2) Dinas Pekeq'aaR Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2
TUgas

Pasal 23

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dal Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23,
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman mempunyai fungsi :

a. perumusan kebilakan teknis dibidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

b. pelaksanaan kebijakan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang, bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

d. pelaksanaan administrasi Dinas Pekeq'aan Umum dan Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

e. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;



f. pembinaan kelompok Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Paragral 4

Susunan Organisasi

Pasal 25

(1) Susunan organisasi Dinas Pekedaan Umum dan Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (1) terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagran Perencanaan Program;

2. Sub Bagran Keuangan; dan

3. Sub Bagran Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Ajr, membawahkan:

1. Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;

2. Seksi Pembangunan, Preservasi Jalan dan Jembatan; dan

3. Seksi Sumber Daya Air.

d. Bidang Cipta Karya, membawahkan:

1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian

2. Seksi Pelaksanaan PLP dan Air Minum; dan

3. Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Bangkim.

e. Bidang Jasa Konstruksi, membawahkan:

1. Seksi Pengaturan;

2. Seksi Pemberdayaan; dan

3. Seksi Pengawasan.

f. Bidang Tata Ruang, membawahkan:

1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan;

2. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang; dan

3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

g. Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, membawahkan:
1. Seksi Perumahan; dan

2. Seksi Kawasan Permukiman.

h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan



i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

l2l Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Paragraf 1

Kedudukan

(1) Dinas Ketahanan
pelaksana urusarl
Pertanian.

Pasal 26

Pangan dan Pertanian
pemerintahan dibidang

merupakan unsur
pangan dan bidang

(21 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2
Tugas

PasJ27

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (l) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan
urusan pemerintahan dibidang Ketahanan Pangan dan Pertanian dan
tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27,
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi:

a. perumusan kebiiakan teknis dibidang Ketahanan Pangan dan bidang
Pertanian;

b. pelaksanaan kebijakan dibidang Keta.hanan Pangan dan bidang
Pertanian;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Ketahanan Pangandan
bidang Pertanian;

d. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangandan Pertanian;



e. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

f. pembinaan kelompok Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunal Organisasi

Pasal 29

(l) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagran Perencanaan dan keuangan; dan

2. Sub Begian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahkan:

1. Seksi Ketersediaan Pangan;

2. Seksi Distribusi Pangan; dan

3. Seksi Kerawanan Pangan.

d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan:

1. Seksi Konsumsi Pangan;

2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi pangan; dan

3. Seksi Keamanan Pangan.

e. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahkan:

1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman;

2. Seksi Produksi dan Budidaya, dan

3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

f. Bidang Peternakan, Perikanan dan Perkebunan, membawahkan:

1. Seksi Pembibitan dan Produksi;

2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner; dan

3. Seksi Pengolahan dan Pemasaral.

g. Bidang Penyuluhan, membawahkan:

1. Seksi Kelembagaan;

2. Seksi Ketenagaan; dan



3. Seksi Metode dan Informasi.

h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(21 Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
l,ampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Bagtan Kedelapan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 30
(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Penzinan

merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan
Penanaman Modal dan Pelayaaan Perizinan Terpadu.

(21 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2
Ttrgas

Pasal 31

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan secara terpadu dan tugas
pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Pusat.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31,
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai
fungsi:

a. perumusan kebiiakan teknis dibidang Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan terpadu;

Terpadu
dibidang



b. pelaksanaan kebijakan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan terpadu;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan terpadu;

d. pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan terpadu;

e. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

f. pembinaan kelompok Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 33

(1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1),
terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. S ekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Penanaman Modal, Analisa dan Promosi,
membawahkan:

l. Seksi Penanaman Modal;

2. Seksi Analisa; dan

3. Seksi Promosi-

d. Bidang Pelayanal Perizinan;

1. Seksi Pelayanan Perizinan;
2. Seksi Pelayanan Perizinan tertentu dan Non Perizinan.;
3. Seksi Pengolahan Data, Informasi dan Fasilitasi

e. Tim Teknis; dan

f. Unit Pelayanan Terpadu.

12) Bagan susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam L,ampiran VIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagran Kesembilan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 34

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur
pelaksana urusan pemerintahan dibidang Administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil.

12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2
Tugas

Pasa] 35

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (l) mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan dibidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, dan tugas pembantuan yang
diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis dibidang Administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil;

b. pelaksanaan kebijakan dibidang Administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil;

d. pelaksanaan administrasi Dinas kependudukan dan pencatatan
sipil;

e. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

f. pembinaan kelompok Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan



g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 37

(U Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. S ekretariat, membawahkan:

f. Sub Bagran Perencanaan dan Keuangan.; dan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaial.

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan:

l. Seksi Identitas Penduduk;

2. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan

3. Seksi Pendataan Penduduk.

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil,membawahkan:

1 Seksi Kelahiran;

2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan

3. Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan
Kematian.

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
(PIAK) dan Pemanfaatan Data, membawahkan:

1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);

2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan

3. Seksi Kedasama dan Inovasi Pelayanan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(21 Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
la.mpiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



Bagian Kesepuluh
Dinas Perhubungan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 38

(1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan di bidang perhubungan.

(21 Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (f ) dipimpin
oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Patagraf 2
Tlrgas

Pasal 39

Dinas Perhubungan seb^gaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan dibidang perhubungan dan tugas pembantuan yang
diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 4O

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39,
Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan;

b. pelaksanaan kebijakan dibidang perhubungan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perhubungan;

d. pelaksanaan administrasi Dinas perhubungan;

e. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

f. pembinaan kelompok Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.



Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 41

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (l) terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan:

l. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Perhubungan Darat dan Sungai, membawahkan:

1. Seksi LaIu Lintas Angkutan Jalan dan Ia-lu Lintas Angkutan
Sungai;

2. Seksi Keselamatan Angkutan Jalan, dan Sungai; dan

3. Seksi Sarana Prasarana dan Angkutan Jalan dan Sungai.

d. Bidang Perhubungan Udara, membawahkan:

1. Seksi Kebandarudaraan;

2. Seksi Keselamatan Penerbangan; dan

3. Seksi Sarana Prasarana Kabandarudaraan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

l2l Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana
dimal<sud pada ayat (1) tercantum dalam L,ampiran X yang
merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Lingkungan Hidup

Paragraf I
Kedudukan

Pasal 42

(1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Urusan
Pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup.

(21 Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.



Paragraf 2
Tugas

Pasal 43

Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat
(1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusar
Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang
diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43,
Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup;

b. pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan hidup;

d. pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup;

e. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

f. pembinaan kelompok Unit Peiaksana Teknis Dinas; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 45

(1) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. S ekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

2. Sub Bagran Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan:

1. Seksi Tata Rencana dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
dan

2. Seksi Kajian dan Perizinan Lingkungan Hidup.

d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup, membawahkan :

1. Seksi Pengelolaan Sampah, Limbah E}3, dan Pengembangan
Fasilitas Teknis; dan



2. Seksi Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan
Hidup.

e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup, membawahkan:

1. Seksi Pemantauan dan Pencemaran Lingkungan; dan

2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup.

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(21 Bagan susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam l^ampiran XI yang
merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mempakan unsur
pelaksana urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Kampung.

(21 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekda.

Paragraf 2
T[gas

Pasal 47

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang
pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Kampung, dan tugas
pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Pusat.

Bagian Kedua belas
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Paragraf 1

Kedudukan



Paragraf 3
Fungsi

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47,
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan telceis dibidang pemberdayaan masyarakat
dan Kampung;

b. pelaksanaan kebilakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan
Kampung;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan
masyarakat dan Kampung;

d. pelaksanaan administrasi Dinas pemberdayaan masyarakat dan
Kampung;

e. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

f. pembinaan kelompok Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 49

(1) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (l) terdiri atas:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagran Perencanaan dan Keuangan; dan

2. Sub Bagran Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pemerintahal Kampung, membawahkan:

1. Seksi Penataan Administrasi Pemerintahan Kampung;

2. Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung; dan

3. Seksi Kelembagaan dan Keq'asama Kampung.

d. Bidang Pemberdayaan dan Pembangunan Kampung,
membawahkan:

1. Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna;

2. Seksi Pembangunan Kawasan, Transmigrasi, dan Daerah
Tertinegal; dan

3. Seksi Evaluasi dan Peningkatan Kapasitas.



e. Kelompok jabatan fungsional; dan

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(21

Bagian Ketiga belas

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindun gan anak

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 50

(1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang sosial,

bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

(21 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dipimpin oleh Kepala Dinas
yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekda.

Paragral 2
Tugas

Pasal 51

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuaa dan Perlindungan Anak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5O ayat (l) mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, dan tugas
pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi maupun
Pemerintah Pusat^

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51,
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis dibidang sosial, pemberdayaan
perempuzrn dan perlindungan anak;

b. pelaksanaan kebijakan dibidang sosial, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak;

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam

Lampiran XII yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari

Peraturan BuPati ini.



c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang sosial, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak;

d. pelaksanaan administrasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak;

e. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

f. pembinaan kelompok Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 53

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5O ayat (1)

terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagran Perencanaan dan Keuangan; dan

2. Sub Bagran Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahkan:

1. Seksi Penanganan Bencana, Pengembangan Kedasama,
Peran Kelembagaan dan Kemitraan; dan

2. Seksi Kepahlawanan dan Penyuluhan Sosial.

d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Rehabititasi Sosial,
membawahkan:

1. Seksi Pemberdayaan KAT dan Pembinaan Tenaga
Kesejah teraan Sosial Masyarakat; dan

2. Seksi Rehabilitasi Cacat, Kesejahteraan Anak, Keluarga dan
Masyarakat.

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
membawahkan:

1. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak; dan

2. Seksi Pemberdayaan Perempuan, Keluarga, dan Institusi
Kemasyarakatan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(21 Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempual dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada



ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagran

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat belas
Dinas Ketenterarnan dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan

Masyarakat

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 54

(1) Dinas Ketenteraman dan ketertiban Umum, dan Perlindungan
Masyaralat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan
dibidang ketentraman dan ketertiban Umum, bidang Kebakaran
dan penanggu langan bencana daerah.

(21 Dinas Ketenteraman dan ketertiban Umum, dan Perlindungan
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dipimpin oleh
Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 55

Dinas Ketenteraman dan ketertiban Umum, dan Perlindungan
Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) mempunyai
tugas membantu Bupati melal<sanakan Urusan Pemerintahan di bidang
Ketenteraman dan Ketertiban Umum, bidang kebakaran dan
penanggulangan bencana daerah, dan tugas pembantuan yang
diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55,
Dinas Ketenteraman dan ketertiban Umum, dan Perlindungan
Masyarakat mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis dibidang Ketenteraman dan Ketertiban

Umum, kebakaran dan penanggulangan bencana daerah;

b. peLaksanaan kebijakan dibidang Ketenteraman dan Ketertiban
Umum, kebakaran dan penanggulangan bencana daerah;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Ketenteraman dan
Ketertiban Umum, kebakaran dan penanggulangan bencana daerah;



d. pelaksanaan administrasi Dinas Ketenteraman dan ketertiban
Umum, dan Perlindungan MasYarakat;

e. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

f. pembinaan kelompok Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunal Organisasi

Pasal 57

(1) Susunan Organisasi Dinas Ketenterzunan, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 54
ayat (1) terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Polisi Pamong Praja, membawahkan:

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan

2. Seksi Penegakan Produk Hukum Daerah.

d. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
Daerah membawahkan:

1. Seksi Pemadam Kebakaran; dan

2. Seksi Penanggulangan Bencana Daerah.

e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(21 Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketenteraman dan ketertiban
Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan
bagian tidak terpisakan dari Peraturan Bupati ini.

Bagran Kelima belas
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian

Paragraf I
Kedudukan

Pasal 58

(1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana
Urusan Pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika,
Statistik, dan Persandian.



(21 Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas
yang berkedudukan di bawah dan bertanggungiawab kepada
Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2
T\rgas

Pasal 59

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang
komunikasi dan informatika, statistik, persandian dal tugas
pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Pusat.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 6O

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59,
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
mempunyai fungsi:

a. perumus€rn kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika,
Statistik, dan Persandian;

b. pelaksanaan kebijakan dibidang Komunikasi dan Informatika,
Statistik, dan Persandian;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Komunikasi dan
I nformatika, Statistik, dan Persandian;

d. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika,
Statistik, dan Persandian;

e. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

f. pembinaan kelompok Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.



Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 61

(1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik,
dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1)

terdiri atas:

a. Kepala dinas
b. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Perencanaal dan Keuangan;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahkan:

1. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi dan Informasi; dan

2. Seksi Publikasi dan Kemitraan Media, Kelembagaan dan
Penyediaan Informasi Publik

d. Bidang Infrastruktur TI dan Telematika, membawahkan:

1. Seksi Infrastrktur TI dan Komunikasi Data; dan
2. Seksi Pengembangan Sumberdaya TIK dan E-Government,

Keamanan Informasi dan Telekomunikasi.

e. Bidang Statistik dan Persandian, membawahkan:
1. Seksi Statistik; dan

2. Seksi Persandian;

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

g. Kelompok Jabatan Fungsional
(21 Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika,

Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam La.mpiran XV yang merupakan bagian yang tidak
terpisakan dari Peraturan Bupati ini.

Bagran Keenam belas
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Paragraf I
Kedudukan

Pasal 62

(1) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur
pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga.



(2) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud
pada ayat (f) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Pasal 63

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan
Urusan Pemerintahan dibidang pariwisata, pemuda dan olahraga, dan
tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Pusat.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63,
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi:

a. pemmusan kebijakan teknis dibidang Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga;

b. pelaksanaan kebljakan dibidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pariwisata, Pemuda
dan Olahraga;

d. pelaksanaan administrasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

e. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

f. pembinaan kelompok Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Paragraf 2
Tugas

Pasal 65

(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
sebagaiamana dimaksud da-lam Pasal 62 ayat (1) terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. S ekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagran Perencanaan dan Keuangan; dan

2. Sub Bagran Umum dan Kepegawaian



c. Bidang Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata,
membawahkan:

1. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata; dan

2. Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

d. Bidang Pengembangan Industri Pariwisata, Pemberdayaan
Masyarakat, dan Ekonomi lGeatif, membawahkan:

l. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata dan Pemberdayaan
Masyarakat; dan

2. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif.

e. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahkan :

1. Seksi Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga; dan

2. Seksi Pembinaan Organisasi dan Peningkatan Prestasi.

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(21 Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
l,ampiran XM yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh belas
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 66

(l) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah merupakan unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
dibidang perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah.

(21 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2
T\rgas

Pasal 67

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa 66 ayat (l) mempunyai
tugas membantu Bupati dalam mel.aksanakan fungsi penunjang Urusan



Pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah.

Paragraf 3
Fungsi

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 69

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66
ayat (1) terdiri atas:
a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagran Perencanaan dan keuangan; dan

2. Sub Bagran Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Sarana dan Prasarana membawahkan:

l. Sub Bidang Pengembangan Wilayah;

2. Sub Bidang Sarana Wilayah; dan

Pasal 68

Dalam melaksanal<an tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67,
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis dibidang Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis dibidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembalgan Daerah;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah;

e. pelaksanaan adminstrasi Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah;

f. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.



3. Sub Bidang Prasarana Wilayah.

d. Bidang Ekonomi, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM),
Pemerintahan dan Aparatur membawahkan:

l. Sub Bidang Perekonomian;

2. Sub Bidang Pengembangan Sumber daya Manusia; dan

3. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur.

e. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan,
Penelitian dan Kerjasama Pembangunan, membawahkan:

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan
Daerah;

2. Sub Bidang Pengendalian dan evaluasi; dan

3. Sub Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan.

f. Kelompok Jabata.n Fungsional; dan

g. Unit Pelaksana Teknis Badan.

l2l Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerahsebagaimana dimaksud pada
ayat (l) tercantum dalam Lampiran XMI yang merupakan bagian
tidak terpisakan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan belas
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 7O

(l) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur
penunjang Urusan Pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan
dan aset daerah;

(21 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggunglawab kepada Bupati
melalui Sekda.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 71

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serbagaimana dimaksud
dalam Pasal 70 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati da-lam



melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang
pengelolaan keuangan dan aset Daerah.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71,
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

a. penJrusunan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah;

b. pelaksanaan tugas dukungan tekrris dibidang Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungal
teknis dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

e. pelaksanaan adminstrasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah;

f. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 73

(1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) terdiri atas:

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahkan:
1. Sub Bagtan Perencanaan dal Keuangan; dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Anggaran, membawahkan :

1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;

2. Sub Bidang Belanja Non Program;

3. Sub Bidang Data dan Informasi.

d. Bidang Perbendaharaan, Pembukuan dan pelaporan,
membawahkan:

1. Sub Bidang Belanja Daerah;



2. Sub Bidang Kas Daerah;

3. Sub Bidang Verilikasi, pembukuan dan pelaporan.

e. Bidang Aset Daerah, membawahkan :

1. Sub Bidang Pengadaan dan Distribusi.
2. Sub Bidang Inventarisasi dan Pemeliharaan Aset;

3. Sub Bidang Penilaian dan Penghapusan Aset;

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dal Aset
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisakan dari
Peratu ran Bupati ini.

Bagian Kesembilan belas
Badan Pendapatan Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 74

(1) Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan
Pemerintahan dibidang Pendapatan Daerah.

(21 Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 75

Badan Pendapatan Daerah sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 74
ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan
fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Pendapatan Daerah.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimalsud dalam pasal 75,
Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis dibidang Pendapatan Daerah;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Pendapatan Daerah;



c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis dibidang Pendapatan Daerah;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunja-ng Urusan
Pemerintahan dibidang Pendapatan Daerah;

e. pelaksanaan adminstrasi Badan Pendapatan Daerah;

f. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pase.l 77

(1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 74 ayat (l) terdiri atas:

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah,
membawahkan:

1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah; dan

2. Sub Bidang Administrasi Perhitungan dan Penetapan Pajak
Daerah.

d. Bidang Penagihan dan Pengelolaan PBB, BPHTB, dan
Perimbangan membawahkan:

1. Sub Bidang Penagihan dan Pengelolaan PBB dan BPHTB;
dan

2. Sub Bidang Perimbangan.

e. Bidang Pajak dan Retribusi, membawahkan:

1. Sub Bidang Penerimaan Pajak; dan

2. Sub Bidang Penerimaan Retribusi.

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

g. Unit Pelaksana Teknis Badan.

(21 Bagal Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.



Bagian Kedua puluh
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan

Paragraf I
Kedudukan

Pasal 78
(1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupalan unsur

penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan;

(2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekda.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 79
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaiaman dimaksud
dalam Pasal 78 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 79,
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis dibidang Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

e. pelaksanaan adminstrasi Badan Kepegawaian, Pendidikandan
Pelatihan;

f. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.



Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 81

(3) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) terdiri
atas:

a. Kepala Badan;

b. S ekretariat, membawahkan :

l. Sub Bagran Perencanaan dan Keuangan; dan

2. Sub Bagran Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Pengadaan, Mutasi, Promosi dan Pengembangan Karier
ASN membawahkan:

1. Sub Bidang Pengadaan dan Mutasi;

2. Sub Bidang Fromosi dan Pengembangan Karier; dan

3. Sub Bidang Penanganan Disiplin.

d. Bidang Data, Kepangkatan, Kesejahteraan, Pensiun, Pendidikan
dan Pelatihan ASN, membawahkan:

l. Sub Bidang Data;

2. Sub Bidang Kepangkatan;

3. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Kesejahteraan dan
Pensiun

e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

f. Unit Pelaksana Teknis Badan .

(41 Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
l,ampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peratu ran Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh Satu
Kecamatan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 82

(l) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi
penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan
Pemberdayaan masyarakat Kampung;

(21 Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Kecamatan Long Apari;

b. Kecamatan Long Pahangai;



c. Kecamatan Long Bagun;

d. Kecamatan [.aham; dan

e. Kecamatan [,ong Hubung.

(3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dipimpin oleh

Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 83

(U Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) mempunyai
tugas:
a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;

b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan
ketertiban Umum;

d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan
Peraturan Bupati;

e. mengoordinasikan pemeliharaan Prasrana dan sarana
pelayanan umum;

f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah tingkat Kecamatan dan
Pemerintahan Kampung;

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kampung;

h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit keq'a
Pemerintahan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu yang ada di
Kecamatan; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh ketentuan
peraturan perundang-Undangan.

(21 Selain melaksnakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (1),
Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk
melaksanakan sebagran Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.



Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 84
(1) Susunan Organisasi Kecamatan sebagai66rr6 dimaksud dalam

Pasal 81 ayat (1) terdiri atas:

a. Camat;

b. S ekretariat, membawahkan:

l.Sub Brgran Perencanaan dan Keuangan; dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Seksi Pemerintahan;

d. Seksi Pelayanan Umum;

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kampung;

f. Seksi Ketenteraman dan KeterLiban Umum; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(21 Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud
dalam pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBENTUKAN UPT

Pasal 85

(1) Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan
sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa
Kecamatan.

(21 Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Ke{a UPT
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan Peraturan
Bupati sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, kemampuan dan
beban keg'a.

(3) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan
bertanggunglawab langsung kepada Kepala Dinas atau Kepala
Badan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 86

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan.



l2l Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang fungsional yang
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang
keahliannya.

(3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenrga fungsional senior
yang diangkat oleh Bupati atas usul Sekda.

(4) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh
Bupati berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

\a'
BAB VI

PEGAWAIAN

Pasal 87

(1) Sekda diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil
Negara yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(21 Inspektur, Asisten Sekda, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala
Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil
Negara yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas,
Sekretaris Badan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata
Usaha pada UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari
Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VII
ESELON

Pasa] 88

(1) Sekda merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama.

(21 Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekda, Kepala Dinas, Kepala
Badan merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama.

(3) Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas,
Sekretaris Badan, dan Kepala Bagran merupakan jabatan eselon
III.a atau jabatan Administrator.

(4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, merupakan jabatan eselon
III.b atau jabatan Administrator.



(5) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Sekretaris Kecamatan Tipe B dan
Kepala UPT pada Dinas dan Badan kelas A merupakan jabatan
Eselon IV.a atau jabatan Pengawas.

(6) Kepala UPT Dinas dan Badan kelas B, Kepala Subbagran Tata
Usaha pada UPT Dinas dan Badan kelas A, dan Kepala Sub Bagian
Pada Kecamatan merupakan jabatan Eselon IV.b atau jabatan
Pengawas.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 89

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap Pimpinan Perangkat
Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar Instansi
lain sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib mengawasi bawahannya
masing-masing dan bila terjadi penyimpangurn agar mengambil
langkahJangkah yang diperlukan sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan.

(3) Setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagr pelaksanaan tugas
bawahannya.

(4) Setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing
dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Perangkat Daerah dari
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk
kepada bawahan.

(6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi
lain yang secara fungsionai mempunyai hubungan kery'a.

(71 Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Perangkat Daerah
dibawahnya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada
bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

(8) Setiap Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungannya wajib
melal<sanakan pengawasan melekat.



BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 90

Pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Organisasi Dan Tata Ke{a Selcetariat Daera}r dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu (Berita
Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2013 Nomor 06);

b. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2Ol3 tentang Pembentukan
Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
(Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2013 Nomor 07);
dan

c. Peraturan Bupati Nomor O7 Tahun 2O15 tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Mahakam Ulu (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015
Nomor 07);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlalu:

a. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 16 Tahun 2Ol3 tentar:,g

Organisasi dan Tata Kerja Ispelrtorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Mahakam Ulu. Khususnya untuk Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik; dan

b. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 08 Tahun 2013 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelola Perbatasan Kabupaten

Mahakam Ulu

dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan terbitnya peraturan

baru yang mengatur urusan tersebut.



Pasal 93

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal i3 Desember 2016

BUPATI M ULU

rit)l{IF^SIUS bl,LIlW f\II Lrrrrl

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 13 Desember 2O16

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

rt

YOHAN AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2016 NOMOR 27

No. Nama Jabatan lhor
I. Drs. Y. Juan Jenau wakii Bupari

2. Drs. Yohanes Avun, M. si 5ekda H'
3. Dra. Lily Kusnowati, M. Si Asisten I lrh

Kabag Hukum & Org (4. Honorata Yulita Usun, SH.

5. surianto. SE. Kasubag organisasi

';ll

I



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRE-TARIAT DAERAH KABUPATDN MAHAKAM ULU

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANC SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KER-IA
PERANGKAT DAERAH

BUI'ATI

WAKIL BUPATI

SEKRETARIS DAERAH

STAF AHLI

ASISTEN,{DMINISTRASI UT{UM,
(ASTSTEN I )

ASISTEN BIDANC SOSIAL DAN
PEMERINTAHAN

(ASISTEN I)

ASISTEN BIDI\NG PENGEMBANGAN
PEREKONOMIAN

(ASTSTEN u)

BAGIAN
ORGANISASI DAN

TATALAKSANA
T}AG]AN HUKUMBAGIAN EKON(iMI BAOIAN

PEMBANGUNAN

BAGIAN
KESEJAHTERAAN

RAKYAT

BACIAT\ UMUMBAGI,TN
PEMERIN'IAHAN

BAGIAN HUBUNCAN
MASYARAKAT DAN

PRO'TOKOL
BAOIAN PENOADI\r\N
BARANC DAN JASA

SUBBAC SOSIAL
DAN

KEAGAMAAN

SUBBAG TATA
PEMERI}{TAHAN

SUBBAC SARANA
EKONOMI DAN

PRODUKSI DAERAH

SUB BAG
KELEMBACI\AN

SUBBAC PROGRAM
PEMBANGUNAN

SUB BAGIAN
UMUM DAN

KEPECAWAIAN

SUB BAG
PERENCANATIN

PENCADAAN
BARANG DAN J1SA

SUB BAO
TATALAKSATA

SUBI}AG
OToNOI''ll DAN

KERJASAMA
DAERAH

SUBBAG
PEMBERITAAN

SUBBAG KOPI'RASI
DAN Ul(lvl SUBBAC

PT:NGENDALIAN
SUB BAGIAN
KEUANGAN

SUBBAG
DOI(UME}{TASI
DAN EVALUASI

PRODUK HUXUM

SUBBAO
PENDIDII(AN,

PERPUSTAl(AAN
DAN AR8IP
rlAFPIu

SUB BAG
PELAKSANAAN
PENGADAAN

BARANG DAN J,{SA

SUBBAC
ADMINISIRASI
PERTANAHAN

SUBBAG BAIITUAN
HUXUM DAN

PENEOAIGN HAM

SUB BAG
ANALISIS D,\N

FORMASI
JABATAN

SUBBAC
PELAPORAN

SUB BAG EVALU,ISI

PANOADAAN BAR/\NO

SUB BAOIAN
TENAOA KERJA

DAN
TFANSMI(.iPASI

Nama ,abatan
Ditetapkan di Ujoh Bilang,
pada 3 Desember 2016

BI',PATI ULU

No. Pflrat

1 Wakil Bupati

2 Drs. Yohanes Avun, lvl. Si sekda

3. Ora. Lily Xusnowati, M. Si Asisten I

4. tlonorata Yulita Usun, SH w
5. rt-

2'.f/11
ali!)|il

xarEnArcAtf :

- 

: Geda Kourado

- - - . .: GrrL. Boordhr.t

Ors. Y. Juan Jenau

Kasubag Organisasi

,ry

BONIFASIUS BELAWAIY GEH

SUI]BAG DATA DAN
INFORMASI SUBBAG HUKUM

DAN PERUNDANG.
UNDANGAN

SUBBAG
PROTOI(OL

SUBBAO
PERINDUSTRIAN,

PERDAGANOAN DAN
ESDM

SUB BAOIAN TA'TA

Kabag Hukum & org

Surianto, SE.



BAGAN SUSUN,{N ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUP.{TEN MAHAKAI\{ ULU

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NOMO 27 TAHUN 2016 TEMANG SUSLINAN ORCANISASI
DAN TATA KER^IA PERANGKAT DAERAH

Ditetapkan di Ujoh llilang,
padil tanggal Descmbcr 2016

ULUBUPATI

KEIUA

WAKII, KE"TUA

BAGIAN PERSIDANOAN DAN
HUMAS

BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN PENYUSUNAN
PROGRAM DAN ANGGARAN

SUB SAGIAN
PRSIDANCAN, RISALAH, DAN

HLIMAS

SUB BAGIAN TATA USAHA
DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAOIAN
PENYUSUN PERATURAN

PERUNDANG.UNDANOAN

SUB BAOIAIi PELAI(SANAAN
ANOGARAN, VERIFIKASI DAN

PEMI]UKUAN
SUB BAOIAN

URUSAN DALAM DAN
PEFTALANAN DINAS

N(,. Nema Jrb.t.n ,irrf
1 Dr5. Y.luan Jenau wakil Bupari

I t?4,r
2 sekda l 'bh'Drs. Yohanes Avun, M. Sl

3 Asi<ten IDra. Lily kusnowati, M. Si

4 Honorata Yulita Usun, SH. Kabag Hulum & Org

Surianto, SE. Kasubag Organisasi

BOITI:FASIUS BELAWAIT GEH

SEKR]JTARIS

BI\GIAN UMUM

P
5 I



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKIORAT LAMPIRAN III: PERATURAN BUPA'II NOMOR 27 TAIIUN 2016 TEI.ITANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TAT,{
KER.IA PERANGKA'I DAERAH

Ditetapkan di Uioh Bilang,
Pada tangSal 1 Desember 2016

BUPATI ULUIY

INSPEKTUF:

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM,
KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN
PRoORAM, EVALU,/\SI DAN

PELAPORAN

INSPEKTTIR PEMBANTU Vr'ILAYAH I INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II INSPEKTUR PEMBANTU WI],AYAH III

No, Nam a Jabatan fiaraf.

1. Drs. Y. Juan Jenau wakil Bupati {.elk
2. Drs. Yohanes Avun, M. Si sekda -tri'
3 Dra. Lily Kusnowati, M. Si Asisten I ty
4. Honorata Yulita Usun, SH (abag Hukum & Org 'Kd
5 Surianto, SE KasubaB Organisasi 'fl

5.-

BO BEI,AWAIT GEH



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDTDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAMPIRAN TV: PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2015 TEI.ITANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TAT.{ KER-'A PERANCKAT DAERAH

KEPALA DINAS

KELOIvTPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKR'']TARIAT

SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN
N.EUANGAN

SUBBAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

BIDANC KEBUDAYAAN
BIDANG PENDIDIKAN DASAR,

MENENGAH PERIAIVL{ DAN
PEMBINAAN KE"TENAGAAN

BIDANG PEMBINAAN PAUD,
PENDIDIKAN NONFORMAL DAN

KETIINAGAAN

SEI(SI PENDIDIKAN DASAR
SEKSI PAUD SEKS] PEMASARAN,

PROMOSI, DOKUMENTASI
DAN PUBUKASI SE.JARAH

SEKSI PENDIDIKAN
NONFORMAL

IJEKSI KETENAGAA,N
PENDIDIKAN DASAR DAN

MENENGAH PERTAMA
SEKSI PENGKAJIAN DAN

PELESTARIAN KEBUDAYAA\

UPID

Nama

Ors. Y. Juan Jenau

Jabatan tstqr.
1. Wakil Bupilti (4h'
2. Drs. Yohanes Avun, M. Si sekda

Asisten I

't'w'
3 Dra. Lily Kusnowati, M. Si ,W
4. Kabag Hukum & org rrc

Surianto, SE. KasubaB OrSanisasj "91t

I

Ditelapkan di Ujoh llilang,
pada tanggal 1 Desember 2O16

ULU

5

BI'PATI

BELAWAI{ GEH

SEKSI PENDIDIKAN
IVIENENGAH PERTAMA

SEKSI KETENAGAAN
PAUD PENDIDIKAN DAN

NONFORMAL

No.

Honorata Yulita Usun, SH.



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDI'K DAN KELUARGA BERENCANA

LAMPIRAN V: PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAIIUN 2016 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KER.'A PERANGKAT DAERAH

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRI!'TARIAT

SUB BAGIAN

UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAG1AN

PERENCANAAN DAN
KEUANGAN

BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDU}i DAN KELUARGA

BERENCANA

BIDANC KESEHATAN
MASYARAKAT, PENCECAHAN

DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT

BIDAN(i PELAYANAN, PROMOSI
DAN SLIMBER DAYA KESEHATAN

SEKSI I'DNGENDALIAN
PENDUDUK, PENYULUHAN

DAN PENGGERAKAN
SEKSI PELAYANAN

KESEHATAN

SEKSI KELUARGA
BICRENCANA

SEKSI KESEHATAN
LINGKUNCAN, KESEHATAN

KER.IA DAN OLAH RAGA

SEKSI PROMOSI D,{N
PEMBDRDAYAAN MASYI\RAK.AT

SEKSI NSTAHANAN DAN
KES}lJAHTERAAN

KELUARGA

SEKSI PE\CECAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT

SEKSI SUMBER DAYA
KESEHATAN

UPTDNo. Nama Jahatan

1 Drs. Y. Juan Jenau Waki Bupati

2 Drs. Yohanes Avun, M. Si selda t+.
3 Ora. Lily (usnowati, M. Si Asisten I /t
4 Honorata Yulita Usun, SH (abag Hukum & or8

5 Surianto- SE Kasubag Or8anisasi

Ditetapkan di Lljoh BilanS,
pada tanggal 13 20lb

BI'PATI ULU

BOI{IPASruS BELAWAIT GEI'

KEPALA DINAS

SEKSI KESEHATAN
KELUARCA DAN GIZI

MASYARAKAT

ftraf
y

\d



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJ,\AN UMUM DAN PENATAAN RU,ING,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KER,JA PERANGKAT DAERAH

LAMPIRAN VI :

I:EPAL"{ DINAS

KELOMPOK JABATAN
FUNGSiONAL

SEKRI)TARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAI'ISUB BACIAN PERENCANAAN
PROCRAM

BIDANG BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR

BIDANC CIPIA KARYA BIDANG..]ASA KONSTRUKSI BIDANG TATA RU,iING BIDANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

SEKSI PNRENCANAAN
TEKNIK DAN EVALUASI

SEKSI PERENCANAAN DAIi
PENGENDALIAN

SI)KSI PENGATURAN DAN
PEMBINAANSDKSI PENGATURAN SEKSI PDRUMAHAN

SEKSI PLP DAN AIR MINUlvl SDKSI PEMBERDAYAAN
SEKSI PELAKSANAAN

PENATAAN RUANG
SEKSI PEMBANOUNAN.

PRESORVASI JAIAN DAN
JEMBATAN

SEKSI }(AWASAN
PERMUKIMANSEKSI PENCAWASAN DAN

PENGENDALIAN PEMANIAATAN
RUANG

SEKSI SUN'BER DAYA AIR SEI{SI PELqKSNAAN PENATAAN
BANGUNAN DAN BANGKIM

SEKSI PENGAWASAN

UPID
Ditetapkan di Ujoh Bilarg,
pada tanggal 1 Desember 20 16

BUPATI ULUNo. Nama Jab.tan flraf
1 Drs. Y. Juan .lenau WakilEupati {
2 Drs. Yohanes Avun, M. Si sekda 4r1
3. Dra Lily Xusnowati, M. Si Asisten I /L
4. Honorata Yulita Usun, SH, Kabag Hukum & o.g 1tr

Xasubae Ortanisasi #Surianto, sE

BOIIIFASruS BELAWAN GEH



BAGAN SUSUN.{N ORGANISASI DINAS KETAHAN PANGAN DAN PERTANIAN PERATURAN BUPATI NOMOR
SUSUNAN ORGANISASI DAN
DAERAH

27 TAHUN 2016 TENTANG
TATA KERJA PERANGKAI'

LT\MPIRAN VII:

KEP\I,A DINAS

KELOMPOK JABATAN
FUNCSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN PERENCANAAN
DAN KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGIIWAIAN

BIDANC PENYULUHANBIDANC KONSUMSI DAN
KEAMANAN PANGAN

BIDANG PETERNAKAN,
PERIKANAN DAN PEITKEBUNAN

BIDANO TANAMAN PANOAN DAN
HOI.ITIKUI]TURA

SEKSI KETERSEDIAN
PANGAN

SEKSI KONSUMSI PANCAN

SEKSI KELEMBACAAN
SIIKSI PEMBENIHAN DAN

PIiRLINDUNGAN TAI'IAMAN

SEKSI PEMBIEUTAN DAN
PRODUKSI

SEKSI DISITRIBUSI PANGAN SEKSI PENCANEKARAOAMAN
KONSUMSI PANGAN

SEKSI KEIENAGAANSEKSI PRODUXSI DAN
BUDIDAYA

SEKSI KESEHATAN HEWAN DAN
KESEHATAN MASYARATAKT

VETERINER

SEKSI METODE DAN
INFORMASISETSI PENGOL,AHAN DAN

PEMASARAN
SEKSI KEFAWANAN PANCAN SEXSI PENCOLAHAN DAN

PEMASARAN
SEKSI KEAMANAN PANCAN

UPID Ditetapkan di Ujoh Bilang,
pada tan88a-l 13 ber 2016

ULU
Nam6No. Jabrtrn fpraf

1 0rs. Y. Juan Jenau Wakil Bupati

2 Drs. Yohanes Avun, l\4. Si sekda

3 Dra. Lily Kusnowati, M. Si Asisten I

4 Kabag Hukum & orB I
5. JSurianto, SE.

BOI{IFASIUS BELAWAIT GEH

BIDANC KE'IERSEDIAAN DAN
DISTRIT]USI PANGAN

BI'PATI

Honorata Yulita Usun, SH. ll (

Kasubag organisasi



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAI DAN PELAYANAN T'ERIZINAN TERPADU

LAMPIRAN VIU : PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KER.'A PERANGKAT
DAERAH

Ditetapkan di
pada tanggal

Ujoh Bilang,
Desember 2O 16

BUPATI ULU

SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN
DAN KEUANGAN

KEPALA DINAS

KEIpMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRIT'TARIAT

BIDANG PELAYANITN
PERIZINAN

BIDANG PENANAMAN MODAL.
ANALISA DAN PROMOSI

SEKSI PENANAMAN MODAL
SEKSI PELAYANAN

PERIZINAN

SEKSI ANALISA

SEXSI PROMOSI

SEKSI PELAYANAN
PERIiiINAN TER'| ENTU DAN

NON PERIZINAN.

SEKSI PENGOL.AHAN DATA,
INFORMASI DAN FASIL}TASI

UPID

IIIINo. Nema Jabatan

1. Drs. Y. Juan lenau WakilBupati

2. Drs. Yohanes Avun, M. si sekda

3 Dra. Lily Kusnowati, lvl. Si Asisten I

4. Honorata Yulita LJsun, SH. Kabag Hukum & Org tfr
5 Surianto, SE. xasubag organisasi

BELAWAI{ GEH

TIM TEKNIS

Pftrr

+.
uL.,f

,4t

t9lt-



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIF'IL

LAMPIR,\N IX : PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TEN'TANG SUSUNAN
ORC}ANISASI DAN TATA KERJA PERANG(AT DAERIiH

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRI)TARIAT

SUB BAOI,\N UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN
DAN KEUANGAN

BIDANG PELAYANAN
PENDAFTARAN PENDUDUK

BIDANG PELAYANAN
PENCATATAN S]PIL

BIDANG PIAK DAN
PEMANFAATAN DATA

SEKSI IDENTITAS
PENDUDUK SEKSI KELAHiRAN

SEKSI PINDAH DATANG
PENDUDUK

SEKSI PENOOLAHAN DAN
PENYAJIAN DATA
KEFEN DU DU XAN

SEKSI PERKAWINAN DAN
PERCERAIAN

SEKSI PENDATAAN
PENDUDUK

SEKSI KERJASAMA DAN
INOVASI PELAYANAN

SEKSI PERUBAHAN STATUS
ANAK, KEWARGANEGARAAN,

DAN KEMATIAN

UPTD

,

Ditetapkan di Ujoh Bilang,
pada tanggal 1 Desember 2O16

BUPATI ULU

No. Nema Jabatan

7. Drs. Y. Juan Jenau Wakil Bupati

Drs. Yohanes Avun, M. Si

Plbt

w
-fn

3 Dra. Lily Kusnowati, M. Si Asisten I

4. Honorata Yulita Usun, SH Xabag Hukum & or8

5 Surianto, SE (asubaS Organisasi

A
VAI

BELAWAN GEH

SEKSI SIAK

2. Sekda



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TEMANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

KEPALA DINAT]

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKR!-'TARIAT

SUB BACI,TN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN
DAN KEUANGAN

BIDANC PERHUBUNGAN
DARAI DAN SUNGAI

SEKSJ LLAJ DAN LLAS SEKSI KEBANDARUDARAAN

SEKIJI KESELAMATAN
ANOKUTAN JALAN DAN SUNOAI

SEKSI KEI}ELAMATAN
PENERBANCAN

SEKSI SARANA PRASARANA D,{N
ANGKUTAN JAIAN DAN SUNGAI

SEKSI SARANA PRASARANA
KABANDARUDARAAN

UPID
Ltitetapkan di Ujoh Bilang,
pada tanSSal Desember 2016

BI'PATI ULU

No. Nama Jabat.n

1 Drs. Y..ruan Jenau wakil Bupati w
2. Drs. Yohanes Avun, M. Si Sekda #n
3 Dra. Lily Kusnowati, M. Si Aslsten I tL
4. Honorata Yulita Usun, SH. kabaS HJkum & Or8 \B

Surianto, SE. Kasubag Organisasi lL

BOITITASIUS BELAWAIT GEH

BIDANC PERHUBUNGAN
UDARA

P/iaI



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP LAMPIR,\N XI I PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TEN'IANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRI,]TARIAT

SUB BAGTAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

BIDANC PENCELOLAAN SAMPAH,
D^N PENINGKATAN I{APASITAS

LINGKUNGAN HIDUP
BIDANC TATA LINGXUNCAN

BIDANG PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN

LINGKUNCAN HIDUP

SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH,
LIMBAH 83, DAN PENGEMBANGAN

FASILITAS TEKNIS

SEKSI TATA RENCANA DAN
PEMELIHARAAN

LINGKUNGAN HIDUP

SEKSI PEMANTAUAN DAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN

SEKSI PENCENDALIAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

SEKSI KA^'IAN DAN
PERIZINAN LINGKUNGAN

HIDUP

SEKSI PENATAAN DAN
PENINOKATAN KAPASITAS

LINGKUNGAN HIDUP

UPTD

NEma

Drs. Y. Juan lenau

Drs. Yohanes Avun, M. Si

Jab.l.n Plhf
1. wakil Bupati *
2. Sekda fr/
3. Dra. Lily Kusnowati, M. Si

Honorata Yulita Usun, sH

Asisten I
,4

4. KabaS Hukum & org t'tr
5 Surianto, SE. l(asubaS Organisasi {)

Ditetapkan di Ujoh Bilang,
pada tangga.l I)esember 2016

BI.,PATI T'LU

BONIFASIUS BELAWAIT GEH

SUB BAGIAN PERENCANAAN
DAN KEIJANGAN

No.



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN
ORCANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRIITARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN
DAN KEUANGAN

BIDANC PEMERINTAHAN I.iAMPUNG

SEKSI PENATAAN ADMINISTRASI
PEMERIMAHAN KAMPUNG

SEKSI PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA

SEKSI PEMBANCUNAN KAWASAN,
TRANSMICRASI DAN DAER]\H TERTINGGAL

SEKSI PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET KAMPIJNG

SEKSI EVALUASI DAN PENINGKATAN
KAPASITASSEKSI KELEMBAGAAN DAN

KE)RJASAMA KAMPUNG

UPTD

No. Jab.t.n

Drs. Y. Juan Jenau wakil Bupati

frraf

4
2 Drs. Yohanes Avun, M. si Sekda

Dra. Lily Kusnowati, M.5i

Hon,)rata Yulita Usun, SH. Kabag Hukum & org

3.

4. tt-
Kasubag Organisasi

Ditetapkan di Uj Bilang,
pada tanggal 1 ber 2O16

BI'PATI ULU

Surianto, SE.

BOIYIF BEL,IWAIY GEH

BIDANG PEMBERDAYAAN DAN
PEMBANGUNAN KAI\IPUNG

Nama

1.

#t.)
Asisten I I '.*1

5.



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN )AN PERLINDUNGAN ANAK

LAMPIR,\N XIII : PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN

ORC}ANISASI DAN T-{TA KERJA PERANGKAT DAERAH

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRT]TARIAT

SUB BACLAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN

DAN K]]UANGAN

BIDANC PEIIIBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

At\AK
BIDANCI BANTUAN DAN

JAlvlINAN SOSIAL
BIDANG PEMBERD,{YAAN SOSIAL DAN

REHABILITASI SOSIAL

SEKSI PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK

SEKSI PENANGANAN BENCI\NA,
PENGEMBANGAN KER.'ASAMA,

PERAN KELEMBAGAAN DAN
KEMITRAAN

SEKSI PEMBERDAYAAN KAT DAN
PEMBINAAN TENAGA KESEJAHTERiAN

SOSIAL MASYARAKAT

SEKSI REHABILITASI CACAT,
KDSE..'AHTERAAN ANAK, KELUARCA DAN

MASYARAKAT

SEKSI KEPAHLAWANAN DAN
PENYULUHAN SOSIAL

UPTD

,,E-

Ditetapkan di
pada tanggal

uj

ULU

oh BilanS,
Des€mber 2016

Nama

Horrorata Yulita Usun, SH

No, labatan Braf
1 Drs. Y. Juan Jenau WakilEupati +
2 Drs. Yohanes Avun, M. Si sekda r#

Dr.. Lily Kusnowati, M. Si Asisteh I +1
Kaba8 Hukum & or8 IO,l

Surianto, SE. Ka!ubaB O.8anisasi

BO BELAWAI{ GEH

SEKSI PE[,IBERDAYAAN
PEREMPUAN, KELUARGA, DAN
INSTITUSI KEMASYARAKATAN

4.

5.

BI'PATI



LAMPIR,\N XIV : PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN
ORCANISASI DAN TATA KER.IA PERANGKAT DAERAH

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRT)TARIAT

SUB BAGIAN PERENCANAAN
DAN KI'UANGAN

SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

BIDANG P()LISI PAMONG I'RAJA
BIDANG PEMADAM KEBAK{RAN

DAN PENANGGULANGAN BEIVCANA
DAERAH

SEKSI KETEI.ITE RAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

SEKSI PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAHSEKSI PENEGAKAN PRODUK

HUKUM DAERAH

UPTD

NamaNo. Jabatan

1 Drs. Y. Juan Jenau Wikil Bupati

? Drs. Yohanes Avun, M. Si sekda ht
3 Dra, Lily Kusnowati, M. Si Asisten I

tl
4 Honorata Yulita Usun, SH. Kaba8 Hukum & org til-
5 Su.ianto, SE. Kasubag Organisasi I {

r
E

Ditetapkan di Ujoh Bilang,
pada tanggal 1 Desember 2016

ULU

BELAU/A]T GEH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KE"TENTEITAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SEKSI PEMADAM KEBAKARAN

praf
BUPATI



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFOIIMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN

PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN

ORCANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

KEPAIA DINAS

KELOMPOK JABATAN
PUNGSIONAL

SEKRT)TARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN
DAN KEUANGAN

BIDANG STATISTIK DAN
PERSANDIAN

BIDANG INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK

BIDANG INFRASTRUKTUR 1]
DAN TELEMATIKA

SEKSI STATISTIK
SEKSI

PENCEIOLAAN MEDIA
KOMI'NIXASI DAN

INFORMASI

SEKSI PERSANDIAN
SETSI PUBLIKASI DAN

KEMITRAAN MEDIA,
KELEMBAOAAN DAN

PENYEDl.{AN INFORMASI
PUBLIK

SEKSI PENGEMBANGAN
SUMBERI)AYA TIK DAN E-

COVERNMEM, KEAMANAN
INFORMASI DAN
TELEKMUNIKASI

UPTD

SEKSI INFRASTRKTUR TI DAN
KOMUNIKASI DATA

No. Nama Jabatan Pi.af

1. Drs. Y. Juan Jenau Wakil Bupati tr
2. Drs. Yohanes Avun, t{. Si sekda qt)
3 Dra. Lily Kusnowati, M. Si Asisten I ta
4. Honorata Yulita Usun, SH (abag Hukum & Org tffi
5 Surianto, SE Kasubag organisasi

,?

Ditetapkan di Ujoh Bilang,
pada tatrggal 3 l)esember 2016

BI'PATI ULU

BOITIFASruS BELAWAN GEH

LAMPIR,\N XV :



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PARII ISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN
ORCiANISASI DAN T,{TA KERJA PERANGKAT DAERAH

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRIITARIAT

SUB BAGIAN PERENCANAAN
DAN KEUi\NGAN

B]DANC
PENCEMBANOAN DESTINASI

DAN PEMASARAN PARIWISATA

BIDANG PENGEMBAN(]AN INDUSTRI
PARIWISATA, PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT, DAN EKONOMI KREATIF

BIDANC PEMUDA DAN
OL{HRACA

SEKSl
PEMBINAAN KEPEMUDAAN

DAN OLAHRAGA

SEKSI PENGEMBANGAN
INDUSTRI PARIW:SATA DAN

PEMBERDAYAAN ITIASYARAKAT

SEKSI Pt)NOEMBANOAN
DESTINASI PARIWISATA

SEKSI PHNGEMBANGAN
PEMASAF'AN PARIWISATA

SEKSI PENGEMBANGAN
EKONOMI KFIEATIF

SEKSI
PEMBINAAN ORGANISASI

DAN PENINGKATAN
PRESTASI

UPTD
No. Nama Piratlabatan

1 Crrs. Y, Juan Jenau Wakil gupati
Pf

2 Drs. Yohanes Avun, M. 5i Sn
3

Sekda

Asisten I %
4

Dra. Lily Kusnowati, M. Si

honorata Yulita Usun, SH. KabaS Hukum & org

5. Surianto, SE. l(asubag Organisasi
,

tritetapkan di Ujoh Bilang,
pada tangga.l I Desember 2016

BI'PATI ULU

BC'I{IFASIUS BELAWATT GEH

LAMPIR,\N XVI :

SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN , PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

LAMPIRAN XVII: PERATURA-\ BUPATT NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG SUSI'INAN ORGANISASI

DAN TATA IGR^IA PERANGKAT DAERAH

SEKRETARIAT

KEPALA BADAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUB BAGTAN UMUM DAN
KEPEGAWA]AN

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN

BIDANG ST\RANA DAN PRASARANA

BII)ANC EKONOMI,
PENGEMBANGAN SDM, PEMERINTAHAAN

DAN APARATUR

SUB BIDANG PERENCANAAN DAN
PEMBIAY-{AN PEMBANCUNAN DAERAHSUB BIDANG

PENCEMBANGAN WILAYAH

SUB BIDANG
PI'REKONOMIAN

SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN
EVALUASI

SUB BIDANG
SARANA WILAYAH

SUB BIDANG PENELITIAN DAN
KERJASAMA PEMBANGUNANSUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAN APARATUR

UPT
Jabat.nNo Nama frat

1 Drs. Y. Juan Jenau Wakil Bupati *
2 Drs. Yohanes Avun, M. Si sekda frn
3 Dra. Lily Kusnowati, M. Si Asislen I

,,h
4 Honorata Yulita Usuh, SH. Kabag Hukum & Or8 1tr

Kasubag Organisasi ?t

Ditetapkan d
pada tanggal

oh Bilang,
Descmber 2016

BUPATI ULU

Surianto, SE

BONIF BELAWAN GEII

BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALITN
PEMBANGUNAN, PENI'LITIAN DAN

KERJASAMA PEMBANGUNAN

SUB BID,{NG PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

SUB BIDANG
PRASARANA WILAY-{H



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGEI,OLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

labatan

LAMPIRAN XVUI PERATURA\ BUPATI NOMOR 27 TAHUN 20T6 TENTANG SUSUNAN ORGANISAfJI
DAN TATA KER.'A PERANGKAT DAERAH

Ditetapkan oh Bilang,
pada 13 Desember 2016

I,LU

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUB BAGIAN PERENCANAAN
DAN K]'UANGAN

BIDANG ASE"T DAF]RAHBIDANG ANGGARAN BIDANG PERBENDAHARAAN,
PEMBUKUAN T)AN PELAPORAI\I

SUB BIDANG PENGADAAN
DAN DISTRIBUSI ASE'ISUB BIDANG

BELANJA DAERAHSUB BIDANG
PERENCANAAN ANGGARAN

SUB BIDANG INVENTARISASI
DA\ PEMELIHAR.AN\N ASETSUB BIDANG

KAS )AERAH
SUB BIDANG BELANJA NON

I'ROGRAM

SUB BIDANG PENILAIAN
DAN PENGHAPUSAN ASET

SUB BIDANG
VERIFIKASI, PEMBUKUAN

DAN PI'LAPORAN

SLTB BIDANG
DATA DAN INFORMASI

UPTNo, Namd 4fr
1 Drs. Y. Juan Jenau K
2 Drs. Yohanes Avun, M. Si Sekda t#,
3 Dra. Lily Kusnowati, M. Si ,M
4 Kabag Hukum & Org

KasubaS Organisasi

r/E:

5. #Surianto, SE

BT'PATI

BELAU'AI{ CEII

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN

Wakil Bupati

Asisten I

Honorata Yulita Usun, sH.



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENDAI'ATAN DAERAH LAMPIRAN XIX: PERATURA],I BUPATT NOMOR 27 TAHUN 2016 TEMANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KER.JA PERANGKAT DAERAH

Ditetapkan di Uj Bilang,
pada tanggal 1 ber 2016

ULUBT'PATI M

KEPALA BADANKELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UI\IUM DAN
KEPEGAWAIAN

BIDANG PENDAF'TARAN,
PENDATAAN DAN PENETAPA N

PAJ,IK DAERAH

BIDANG PENAGIHAN DAN
PENGELOLAAN PBB, BPHTB,

DAN PERIMBANGAN

IiUB BIDANG
PENERIMAAN PAJAK

SUB BIDANC PENDAF'TARAN
DAN PENDATAAN PAJAK

DAERAH

SUB BIDANG PENAGIHAN DAN
PENGELOLAAN PBB DAN BPHTII

SUB BIDANC ADMINISTRAST
PERHITUNGAN DAN

PENETAPAN PAJAK DAERAH

SUB BIDANG
PENERIMAAN RETRIBUST

SUB BIDANG
PERIITIBANGAN

UPTNo. Nama .,abat.n {*"t
L, D's. Y. Juan Jenau

Drs. Yohanes Avun, Nl. Si

Wakil gupati tr
2. sekda rr#.

Dra. Uly Kusnowati, N4. Si Asisten I

Honorata Yulita Usun, SH rc
5 Surianto, SE. +

BELAWAIT GETI

SUB BAGIAN PERENCANAAN
DAN KDUANGAN

BIDANG

PA.JAK DAN RETRIBUSI

3.

4. Kabag Hukum & org

KnsubaS Organisasi



BAGAN SUSUNN N ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELI\TIHAN

LAMPIRAN XX: PDRATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

SUB BIDANG DIKLAT,
KESBJA HTERAAN DAN PENSIUN

Ditetapkan diu Bilang,
pada tanggal I Desember 2016

BI'PATI I,1U

KEPALA BADAN

XELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

SUB BACIAN PERENCANAAN
DAN KDUANGAN

BIDANG PENGADAAN, MU?ASI, PROMOSI
DAN PENGEMBANGAN KARIR ASN

BIDANG DATA, KEPANGNATAN,
KESEJAHTERAAN, PENSIUN, PENDIDIXAN

DAN PELATIHAN ASN

SLB BTDANG DAT,\SUB BIDANG PENGADAAN D1\N
MI]TASI

SUB BIDANG KEPANGKATANSUB BIDANG PROMOSI,
PENGHAROAAN DAN

PENGEMEIANGAN KARIR

SUB BIDANG
PENANGANAN DISIPLIN

UPT

No. Nama Jibatan {!raf
1 Drs. Y. Juan Jenau Wakil Bupati T
2 D.s. Yohanes Avun, M. Si

Dra, Lily Kusnowati, M. si

Sekda (k,
3 Asisten I 4
4. Honorata Yulita Usun, SH. Xabag Hukum & org 

I
\ &

5. Surianto, SE. KasubaE Or8anisasi r({

BELAWAIT GEH

SEKRETARIAT



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAI{ LAMPIRAN XXI : PER,{TURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 27 TAHUN 2016 TEIITANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGI{AT DAERAH.

C,{MAT

KELOMPOK JABATN N
FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAC'IAN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEG,\WAIAN

SEKSI PEMERINTAHAN SEKSI PELAYANAN UMUM SEKSI KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM

SEKSI
PEMBERDAYAAN MASYARAXAT

KAMPUNG

No. Jabatan PNEI

1 Drs. Y. Juan Jenau WakilBupati

Drs. Yohanes Avun, M. Si sekda Y.
3, Dra. Lily Kusnowati, M. Si Asisten I IY\
4. Honorata Yulita Usun, SH Kabag Hukum & or8 P
5 Surianto, SE. Kasubae Organisasi +

Ditetapkan di Ujoh Bilang,
pada 3 Desember 2016

BI'PATI ULU

BOITIFASruS BELAWAI{ GEH

Nama

2.


